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BAB I. PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan 

masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). 

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog 

yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun 

beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan 

kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan, dan saran kepada penyelenggara 

pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara 

pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan 

masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan 

hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, 

serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan 

diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan 

memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, 

penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan 

menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir 

dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, 

FKP penting untuk diselenggarakan di Balai Veteriner Banjarbaru. 
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I.2.  Tujuan Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP bertujuan untuk: 

a. Membangun pelayanan publik yang menghormati hak dan kebutuhan 

khusus penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses layanan 

secara setara dan tanpa diskriminasi. 

b. Mensosialisasikan Standar Pelayanan Publik (SPP), termasuk tarif 

layanan dan janji layanan pengujian, agar transparan dan mudah 

dipahami oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan. 

c. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya penyandang 

disabilitas, dalam memberikan masukan demi penyempurnaan dan 

pengembangan pelayanan yang responsif dan inklusif. 

d. Membangun kesepakatan bersama antara penyelenggara layanan dan 

masyarakat agar terjadi komitmen bersama dalam melaksanakan layanan 

publik yang berkualitas dan ramah bagi semua golongan. 

e. Mensosialisasikan aplikasi LAPORMAS! sebagai media pengaduan dan 

pelaporan pelayanan publik untuk penanganan pengaduan yang cepat, 

transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. 

I.3.  Ruang Lingkup 

Forum Konsultasi Publik di Kementerian Pertanian meliputi penyusunan 

Standar Pelayanan Publik yang inklusif untuk memastikan akses bagi 

penyandang disabilitas, sosialisasi tarif layanan dan janji layanan pengujian, serta 

evaluasi penerapan kebijakan pelayanan publik. Forum ini juga menyediakan 

ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan 

keluhan. Selain itu, disusun kesepakatan bersama antara penyelenggara layanan 

dan publik guna komitmen bersama dalam peningkatan mutu serta aksesibilitas 

layanan yang transparan dan ramah bagi semua golongan. Dalam rangka 

mendukung layanan publik yang efektif, forum ini juga mencakup peluncuran 

aplikasi LAPORMAS! sebagai media pelaporan dan pengaduan yang 

memudahkan masyarakat, termasuk peternak, dalam melaporkan masalah 

pelayanan dan penyakit hewan secara cepat dan akuntabel. Peluncuran aplikasi 
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ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan 

mempercepat respon atas pengaduan yang masuk sehingga kualitas layanan 

publik semakin meningkat.  
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BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP 

II.1.   Sumber Input dan Tema FKP 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Balai Veteriner Banjarbaru memfokuskan 

pada pembahasan mengenai penyusunan Standar Pelayanan Publik yang inklusif 

untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas, sosialisasi tarif layanan dan 

janji layanan pengujian, serta evaluasi penerapan kebijakan pelayanan publik. 

Forum ini juga menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan 

masukan, saran, dan keluhan. Selain itu, disusun kesepakatan bersama antara 

penyelenggara layanan dan publik guna komitmen bersama dalam peningkatan 

mutu serta aksesibilitas layanan yang transparan dan ramah bagi semua 

golongan. Dalam rangka mendukung layanan publik yang efektif, forum ini juga 

mencakup peluncuran aplikasi LAPORMAS! sebagai media pelaporan dan 

pengaduan yang memudahkan masyarakat, termasuk peternak, dalam 

melaporkan masalah pelayanan dan penyakit hewan secara cepat dan akuntabel. 

Adapun sumber data atau informasi yang dimaksud, antara lain: 1. Hasil SKM; 2. 

Hasil pengelolaan pengaduan; dan 3. Monev pelayanan publik. 

II.2.  Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari  : Senin 

Tanggal  : 15 September 2025 

b. Tempat Pelaksanaan: Aula Balai Veteriner Banjarbaru 

II.3.  Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Balai Veteriner Banjarbaru bersama Ombudsman RI Perwakilan 

Kalimantan Selatan. 
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b. Peserta FKP 
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II.4.  Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan secara Hybrid yaitu secara tatap muka dan 

online. 
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BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP 

III.1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan, 

permasalahan utama terkait pelayanan pengujian ternak sapi pada masa high 

season adalah keterbatasan slot pengujian bagi pelaku usaha sehingga 

menimbulkan pertanyaan mengenai status Pendapatan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) apakah merupakan subsidi pemerintah atau tidak. Jika PNBP bukan 

subsidi pemerintah, maka timbul wacana untuk menetapkan batasan slot 

pengujian bagi beberapa pelaku usaha selama high season guna mengatur 

pemerataan layanan. Selain itu, terdapat usulan untuk mengaktifkan kembali 

notifikasi dari sistem IVLAB 5 kepada pelanggan sebagai sarana pemberitahuan 

informasi pengujian, sehingga pelayanan menjadi lebih terkoordinasi dan 

pelanggan mendapatkan kepastian jadwal pengujian. Permasalahan ini 

membutuhkan solusi yang seimbang antara pengelolaan sumber daya pengujian 

dan kepentingan pelaku usaha agar pelayanan tetap berjalan efisien dan adil. 

III.2.  Analisis 

Masalah keterbatasan slot pengujian ternak sapi pada masa high season 

terjadi karena kemampuan uji laboratorium per harinya telah ditetapkan 

berdasarkan standar ISO yang mengatur kapasitas maksimal pengujian dalam 

satu hari. Jika jumlah sampel yang diajukan melebihi kapasitas tersebut, sampel-

sampel kelebihan akan diproses pada hari berikutnya, bukan berarti tidak diuji 

sama sekali. Penerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai 

regulasi bertujuan untuk menyamaratakan tarif pengujian di seluruh instansi, 

bukan sebagai bentuk subsidi pemerintah. Hal ini menjadikan pengelolaan slot 

pengujian harus diatur dengan efisien agar kapasitas tetap optimal tanpa 

menimbulkan ketimpangan pelayanan. Selain itu, notifikasi pada sistem IVLAB 5 

sempat dihilangkan karena keterbatasan anggaran dari pusat, yang 

menyebabkan kurangnya komunikasi langsung kepada pelanggan sehingga 

mempengaruhi kepastian jadwal pengujian. Oleh karena itu, persoalan ini bersifat 

teknis dan anggaran yang membutuhkan pengelolaan yang lebih optimal dan 
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koordinasi yang baik antar pihak terkait untuk mempertahankan pelayanan yang 

lancar dan adil. 

III.3.  Rencana Aksi 

Rencana aksi yang disusun meliputi beberapa langkah strategis untuk 

mengoptimalkan pelayanan pengujian ternak sapi. Pertama, melaksanakan 

simulasi perhitungan kecepatan uji laboratorium sesuai janji layanan dengan 

kapasitas 100 sampel per hari, serta memastikan sisa sampel akan dijadwalkan 

ulang keesokan harinya agar proses pengujian tetap berjalan efisien dan sesuai 

standar ISO. Kedua, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 

2023, menegaskan bahwa PNBP yang diterapkan merupakan bentuk subsidi 

pemerintah sehingga tarif pengujian dapat disamaratakan dan dikelola secara 

transparan sesuai regulasi. Ketiga, mengupayakan kembali pengadaan anggaran 

dari pusat untuk mengaktifkan notifikasi pada sistem IVLAB 5 yang akan 

meningkatkan koordinasi dan kepastian jadwal kepada pelanggan. Keempat, 

memperkuat koordinasi internal dan antar instansi terkait untuk memastikan 

manajemen slot pengujian berjalan optimal, terutama saat high season, tanpa 

mengorbankan mutu pelayanan. Kelima, menyusun laporan evaluasi berkala 

untuk memantau pelaksanaan kapasitas uji, pengelolaan PNBP, dan efektivitas 

sistem notifikasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan demi pelayanan publik 

yang maksimal dan memenuhi kebutuhan pelaku usaha.  
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BAB IV. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Standar Pelayanan Publik Balai 

Veteriner Banjarbaru berkomitmen untuk:  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan 

sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia; 

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik yang telah 

diselenggarakan dapat membantu Balai Veteriner Banjarbaru dalam 

menciptakan pelayanan publik yang baik. 
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*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta Kegiatan 
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